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ABSTRACT

Developments in development today are increasirtgonty in urban areas but in rural areas,
development continues to be intensified for theesalkcreating smooth community mobility, one
of which is through construction services. In th@gourement of construction services, it is
determined that an agreement and/or contract neushtered into to bind the construction object.
The basis for carrying out construction throughteaets is not only carried out by the private
sector but can also be carried out by the goverhnitelmecomes a problem when the procurement
of construction services does not pay attentiotinéosubstance of the contract, causing one of the
parties to default, especially if there has beawat decision that has obtained permanent legal
force. The formulation of the problem proposed hg author is what are the characteristics of
default in the procurement of construction services stated in Decision No.
01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel and how is the legal ptmte in case of default in the procurement of
construction services. The research conducted datithor uses normative legal research using a
statutory approach and a case approach. The redultés study are that the characteristics of
default in the procurement of construction servitest refer to the contract of both parties and the
indicator is that one party feels aggrieved bydhtons of the other party and legal protection in
the event of a default in the procurement of carcsion services is the party who feels aggrieved
can request cancellation of the agreement. accaegbdry reimbursement of costs, losses and

interest payments.
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PENDAHUL UAN

embangunan di Indonesia dari waktu- ke waktu tenemgalami perkembangan
seiring dengan banyaknya permintaan dari berbaghakp serta seiring dengan
perkembangan dunia usaha. Aspek pembangunan ydagdaBi dengan konstruksi
melibatkan beberapa pihak dan oleh karenanya peguban khususnya infrastruktur untuk
memenuhi kebutuhan nasional secara langsung dapg& jmeningkatkan taraf
perekonomian di masyarakat.

Pembangunan nasional ditujukan sejatinya untuk arakgt yang adil dan makmur
sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang DasaraNegpublik Indonesia Tahun
1945. Untuk itu pengaturan dan landasan hukum dpklaksanaan pembangunan nasional
yang salah satunya melalui jasa konstruksi hanus téiperbaiki agar dapat memberikan
keadilan dan terlebih perlindungan hukum bagi pipidlak yang bersangkutan.

Apabila jika dilihat berdasarkan pembatasan peraggrya, jasa konstruksi
dapat diartikan sebagai layanan jasa konsultagigveamsan pekerjaan konstruksi, layanan
jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan lay&oasultasi perencanaan pekerjaan
konstruksi. Dari definisi tersebut dapat disaridkeahwa jasa konstruksi secara filosofis

berfungsi sebagai sarana pendukung

atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasgtaak guna terwujudnya
pembangunan nasiomal.

Konsep penyelenggaraan jasa konstruksi pada dasaudah diatur pertama
kali melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 @egtJasa Konstruksi secara
esensial yang menjadi objek ialah pekerjaan koksitgtang menurut ketentuan Pasal 1
angka 2 UU Jasa Konstruksi dapat didefinisikan gab&eseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperagi@meliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu banginan.

Penyelenggaraan jasa konstruksi untuk pembanguasional sejatinya tidak
hanya dilakukan oleh sektor swasta, tetapi Penadridalam hal ini Negara juga dapat
turut terlibat dalam hal pengadaan jasa konstrgksebut. Melalui ketentuan Peraturan

! Nazarkhan Yasirylengenal Kontrak Konstruksi di Indonesi@ramedia, Jakarta, 2003, him.31
2 pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun t388ng Jasa Konstruksi
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Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaand@daa Jasa Pemerintah

Dasar daripada penyelenggaraan bagaimana hubungamtantara para pihak
dalam jasa konstruksi antara penyedia dan penggsaaApabila dikaji menurut sifat
pekerjaannya, dalam hubungan hukum anper@gguna dan penyedia jasa konstruksi

yaitu hubungan hukum keperdataan.

Dalam Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 18WBiPerdata yang mana
menggariskan bahwa apabila terjadinya suatu pankjgita dua orang atau lebih saling
mengikatkan dan saling setuju melakukan sesuatydm berhubungan atau mengikat
untuk melakukan sesuatu yang dibuat maka lahiraikatan diantara para pihak.

Selanjutnya kewajiban untuk membuat dokumen konkeda jasa konstruksi
tertuang sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) WKtasstruksi yang menyebutkan :

“Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebsgs dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrajak&onstruksi”?

Secara esensial fungsi daripada suatu perjanjiag yeelahirkan akibat hukum bagi para
pihak yang membuatnya tidak lain untuk melindungn adnemberikan batasan-batasan
mengenai hak dan kewajiban para pihak serta ap@dapat sengketa di kemudian hari,
adanya perjanjian secara tertulis dapat digunagbagai alat bukti untuk membuktikan

suatu hak yang dilanggar oleh salah satu pihak.

Keadaan dimana salah satu telah melakukan wangirestka pihak yang lain
dalam suatu perjanjian harus dapat membuktikan yad&esalahan pihak yang lain
dimana akibat kesalahan tersebut menimbulkan ka&mugSelanjutnya pihak yang
dirugikan dapat menuntut adanya sanksi kepada péve&n dengan pembebanan ganti
rugi, penggantian biaya-biaya yang timbul, pembabamunga, peralihan resiko sampai
dengan pembatalan perjanjian.

Pembahasan mengenai wanprestasi pengadaan jaseuksingi menggunakan
analisis sebagaimana dalam Putusan Pengadilan iNelkarta Selatan No.
01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebutdapat hubungan hukum
sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak HargaB8d&aket Pekerjaan Konstruksi,
Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara — Bdhavinsi Sulawesi Tenggara

% Djumaldi, Kontrak Bangunan, Dasar-Dasar Hukum BeRroyek dan Sumber Daya Manusia, Rinea Cipta,
Bandung, 2003, him. 52
* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahu@ 18%ang Jasa Konstruksi
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Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJINW.II/IX/176 tertarelg 15 September 2015

dimana pengadaan tersebut diadakan oleh Kemenggiarjaan Umum dan

Perumahaan Rakyat Republik Indonesia yang kemu@&&nTirta Dhea Addonics
Pratama (Penggugat) mendapatkan proyek tersedanj@aya terjadi kesalahpahaman
terkait pelaksanaan kontrak yang kemudian terjabebapa kali addendum kontrak
sehingga terjadi  perselisihan mengenai pelaksanaalkontrak sehingga
mengakibatkan kedua belah pihak menyatakan ditelgdn melakukan prestasi. Dalam
penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimanakiesistik wanprestasi dalam

pengadaan jasa konstruksi beserta bagaimana perjad hukumnya.

Rumusan Masalah
1 Apa karakteristik wanprestasi dalam pengadaan asatruksi sebagaimana Putusan
No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel ?
2 Bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi wastpse dalam pengadaan jasa

konstruksi ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunamal, ini adalah dengan
menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis peaeliini adalah penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang dilakukan denganacarelakukan pengkajian perundang-
undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap ggtnasalahan hukum tertentu dan
pendekatan kasus. Nama penelitian adalah penelitdeum karena dalam penelitian
hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bapastaka atau sekunder saja.
Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelit@ada taraf harmonisasi hukum, untuk
meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertyiag ada sinkronkan atau serasi satu

sama lain.

PEMBAHASAN
A.Karakteristik wanprestas dalam pengadaan jasa konstruks sebagaimana
Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel
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1. KasusPosis

Berawal dari adanya pembukaan pengadaan pekemgmestrikksi oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat guna memlakiea pelebaran jalan Bts
yang terletak di Kabupaten Konawe Utara, Provinda®esi Tenggara yang kemudian
didapatkan oleh PT Tirta Dhea Addonics Pratamanpeélaya ditegaskan sebagaimana
dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pagkéeran Konstruksi, Pelebaran
Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara
— Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU @®BK-
10/MYC/PINW.II/1X/176 tertanggal 15 September 2015.

PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Selanjutnya disdbemggugat ) kemudian
sebagai pelaksana jasa konstruksi dan pihak Keneamtéekerjaan Umum dan
Perumahaan Rakyat sebagai pengguna jasa konstRikarenakan proyek tersebut
berasal dari Kementerian maka alokasi dana menggandana APBN dan dalam
perkara tersebut duduk sebagai Tergugat ialah &eRdmbuat Komitmen BTS Kota
Kendari — Belalo/Lasolo & Pohara — Wawatobi, Bé&taiaksanaan Jalan Nasional XIV
Palu, Direktorat Jenderal Bia Marga, KementeriakeHaan Umum dan Perumahan

Rakyat

(Tergugat 1), Ir. Ilham (Tergugat Il), PT Yodya tga Persero, Konsultan Supervisi
(Tergugat IIl), Menteri Pekerjan Umum dan PerumaRaRkyat (Tergugat 1V), Inspektur
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumaalgyaRRI1 (Tergugat V), Dirjen
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumddakyat (Tergugat VI),
Direktur Preservasi Jalan Kementerian Pekerjaan rdnmdan Perumahan Rakyat
(tergugat VII), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dvedi XIV Palu (Tergugat VIII), dan
Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional WilayaRrdvinsi Sulawesi Tenggara
(Tergugat IX).

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam pet&es@but menurut Penggugat
sebagaimana dalam gugatannya ialah bahwa telaitkdicauang muka dan pencairan
termin pembayaran oleh Tergugat | dan Tergug&dtiangkan Tergugat Il menyetujui
adanya pencairan uang muka dan pencairan ternsabigr Tergugat IV, Tergugat V,
Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIl dan TergidX menurut Penggugat kurang

memberikan pengawasan terhadap pengawasan pencangn muka dan pencairan
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termin dimaksud.

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwagdregat telah melakukan
beberapa kali addendum perjanjian dimana Terguygiergugat VIl dan Tergugat IX
mengakui bahwa telah terjadi hubungan hukum dalamtr&k pengadaan jasa konstruksi

tersebut.

Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat VIl dan Tergu¥abahwa pelaksanaan pekerjaan
konstruksi tersebut telah dilaksanakan melalui Ugag) Il sebagai kuasa Direksi

Penggugat. Jadi pembayaran uang muka dan pembagansin kepada Tergugat Il jadi

pembayaran tersebut sah karena Tergugat Il sudatdapatkan kuasa notariil dari

Penggugat untuk membuat, melaksanakan kontrakrddodan membayar segala biaya
yang timbul.

2. Karakteristik Wanprestasi

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh duagomau lebih untuk saling
mengikatkan diri dan saling bertimbal balik (mekkskan dan/atau memberikan
sesuatu) dapat dikatakan bahwa perbuatan tersetarastersirat sudah termasuk dalam
perbuatan mengikatkan diri dalam suatu kesepaRatan.

Konsekuensi logis dari adanya pengikatan dua oratgu lebih tersebut
menjadikannya mempunyai kewajiban untuk saling mesikan sesuatu dalam konteks
hubungan hukum perikatan. Dalam konteks perkaselbert kiranya sudah jelas bahwa
hubungan hukum didasarkan atas Surat Perjanjiatrédorlarga Satuan Paket Pekerjaan
Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten KonavegalJt Pohara Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK- 10/MYC/

PINW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 anRaaggugat sebagai pemenang proyek
pengadaan jasa konstruksi dengan pihak Kement@gierjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Basetruksi (Selanjutnya disebut
UU Jasa Konstruksi), menyebutkan bahwa pemilihamygdia jasa yang menggunakan
pembiayaan Negara dilakukan dengan cara mempehgtiliasip ketersediaan anggaran

dari pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan kdsttersebut. Dalam hal demikian

®> Abdulkadir MuhammadHukum PerikatanAlumni,Bandung,2006,him 43

896



;> HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 2, 2022

~ pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPRhsseiaiai yakni menggunakan dana
pembiayaan dari Pemerintah.

Menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjamjiaeltut bermula dimana Penggugat
merasa belum menerima uang muka dan uang pendanain sehingga mendalilkan
adanya wanprestasi dalam hubungan kontraktual dintbkal tersebut memang dapat
diartikan sebagai wanprestasi karena kewajibambé&tupenuhi. Sesuai dengan doktrin dan
ajaran dalam konteks perikatan. Wanprestasi sdnelitolak belakang dengan prestasi yang
mana dapat diartikan singkat tidak melaksanakanajlean dan tidak memberikan

kewajiban yang sesuai denga napa yang diperjanjikan

Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata uang ternrmrudag muka pembayaran sudah
diserahkan dan diterima oleh Tergugat Il sebagasa&uDireksi Penggugat. Esensi
kuasa Direksi merupakan tindakan untuk mewakilspeyan di dalam maupun di luar
kegiatannya berdasarkan penunjukan langsung sesadra Sehingga karakteristik

wanprestasi dalam perkara ini dinyatakan bahwa dregeg yang seharusnya
mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruhggang jawab pekerjaan

sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paletrjgan Konstruksi, Pelebaran
Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara — Pohara Pro@nkwesi Tenggara Nomor :

KU.08.09/PPK- 10/MYC/PJINW.II/IX/176 tertanggal 15e@ember 2015 dan

penerimaan uang termin dan uang muka merupakambahithukum tersendiri antara
Penggugat dengan Tergugat Il karena perjanjiarliatsmerupakan undang- undang
bagi mereka yang tunduk sebagaimana dimaksud P238aIKUHPerdata.

Selain itu dalam hal kontrak secara umum wajib ritismkan mengenai tata cara
pengakhiran kontrak dalam keadaan apapun. Dalamnhalang menyangkut soal
keuangan dan / atau pembiayaan Negara, melaluiurPamaPresiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemekhtaysnya Pasal 93 ayat (1)
huruf b yang menyebutkan bahwa apabila salah shak pidera janji, maka pihak lain
dapat memutuskan kontrak secara sepfh@feh karenanya selain kontrak sebagai
dasar hubungan hukum antara penyedia dan peng@saa Kontruksi, bilamana

® Hardijan RusliHukum Perjanjian Indonesia dan Common L&ustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, him. 64

" Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden N&drahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
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menyangkut mengenai keuangan Negara maka kedula pélak harus tunduk pada

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20it@nig Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah khususnya dalam perkara ini.

B. Perlindungan Hukum apabila terjadi wanprestas dalam pengadaan jasa

konstruksi

Adanya hubungan hukum dalam suatu perjanjian dankntrak menyebabkan
timbulnya konsekuensi logis kepada kedua belahkpimauk saling memberikan
prestasi. Apabila salah satu pihak telah melanggganjian maka pihak yang lain
berhak untuk menuntut ganti kerugian beserta peniggabiaya dan bunga. Tetapi
apabila pihak yang melanggar tersebut tidak bessetiuk memberikan hak daripada
substansi perjanjian yang ia buat, maka akan sangatgikan pihak yang dalam hal
ini melaksanakan isi perjanjian secara utuh.

Ketimpangan pelaksanaan kontrak yang menimpa pyhaak) dirugikan secara

kontekstual wajib diberikan perlindungan

hukum. Dalam hal ini makna dan tujuan perlindunigakum dapat diwujudkan untuk
memberikan pencegahan terhadap suatu akibat yabgltdan memperbaiki keadaan
apabila akibat tersebut telah nyata dialami olélalpiyang dirugikan.

Substansi perkara yang diangkat oleh penulis kiratykup jelas dalam ranah
hukum perjanjian yang kemudian terjadi perbuatanprestasi oleh salah satu pihak
yakni Penggugat (PT Tirta Dhea Addonics Pratamajada secara nyata-nyata
Penggugat telah menerima uang muka dan pembayanaintmelalui Tergugat Il
sebagai Kuasa Penggugat untuk melaksanakan pemg&daatruksi sebagaimana
Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket PekerjaanstKigksi, Pelebaran Jalan Bts
Kabupaten Konawe Utara — Pohara Provinsi Sulawesgdara Nomor KU.08.09/PPK-
10/MYC/PINW.II/1X/176 tertanggal 15 September 2015.

Analisis lebih lanjut disini yakni bahwa dalam kekd¢ pelaksanakan pengadaan
jasa konstruksi yang melibatkan pembiayaan darahkgan Negara, apabila terjadi

permasalahan sebagaimana dalam perkara terselkat,po@nsi kerugian Negara akan
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~ timbul dan perlindungan hukum lebih tepat diberik@pada Negara dalam hal ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyzdgae penyedia jasa
konstruksi.

Secara yuridis jika adanya suatu perbuatan hukumsudnya yang berkaitan dengan
jasa konstruksi yang melibatkan Instansi Pemerihtius mengedepankan aspek etika
dan amanat kepada pihak-pihak yang terlibat dalangg@gdaan jasa konstruksi untuk
menghindari dan mencegah adanya kebocoran keuiteggra’

Secara nyata apabila terjadi wanprestasi dalam golerag jasa konstruksi yang
melibatkan keuangan dan/atau pembiayaan Negaraa ipekindungan hukum yang
tepat adalah perlindungan hukum secara represiamanmuntuk mencegah kebocoran
keuangan negara serta memastikan perjanjian tetgpldn sebagaimana mestinya,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayaPe(ajuran Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang darPdasmintah yang menyebutkan
apabila terjadi cidera janji terhadap dokumen ladntmaka salah satu pihak dapat
melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Dabilaagaihak yang bersalah telah
melanggar kontrak dapat dikenakan sanksi sadgregan pencabutan izin sebagai pengguna

jasa konstruksi sebagaimana ketentuan Pasal 4229yat) Jasa Konstruksi.

Untuk penyelesaian sengketa Kontruksi dalam @&alyat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017, penyelesaiannya dengan pridggar musyawarah untuk
tercapainya kemufakatan . dan jika tidak terjaditskesepakatan dan kemufakatan,
para pihak bisa menempuh upaya penyelsaian sengkegasudah tercantum dalam
suatu kontrak kerja Kontruksi. Jika memang idalamts kontrak tidak tertulis
penyelesaiannya maka para pihak bisa membuat paegatujuan tertulis mengenai
tata cara sengketa yang ingin dipilih.

Jika memang terjadi perselisihan antara kedua beialk, bilamana dalam
pelaksanaan kontrak terjadisuatu perselisihan pe¢glbedaan pendapat maka diatur

sebagai berikuit:

8 pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 T201i8 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

° Dinas Pekerjaan Umum, Op.Cit, him. 7
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1. Musyawarah tingkat pertama antara para pihak; atau

2. Melalui mediasi oleh pihak yang indepen ; atau

3. Melalui arbitrase atau melalui saluran yang berlgd@ngadilan) apabila
cara pertama, kedua dan ketiga tidak dapat meraykdesperselisinhan.

4. Selama proses perselisihan dengan cara mediasyamasah, mediasi,
arbitrase, atau pengadilan, tidak dapat menjadikenunda pekerjaan

sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Menurut penulis alternatif penyelesaian sengketagyarbaik yaitu dengan
melakukan penyelesaian melalui mediasi Iwat jatigasi. Dalam hal ini proses
litigasi untuk hukum privat atau perdata, maka akda proses mediasi. Pada
proses ini dipertemukan para pihak yang bersendgtamemilih win to win
solution dengan kesepakatan yang diajukan kepddanhBasil mediasi tersebut
akan menjadi putusan yang mengikat kedua belahkoib@hingga prestasi
penyedia dapat dibayarkan atas dasar putusan hildka para pihak tidak akan

merasa dirugikan haknya dalam pemenuhan prestasi.

PENUTUP

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadayelgén ini adalah :

1. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasatkdss sebagaimana dalam
putusan perkara No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel agadttksanaannya ternyata uang
termin dan uang muka pembayaran sudah diserahkaditaima oleh Tergugat |l
sebagai kuasa Direksi Penggugat. Esensi kuasadDmsdrupakan tindakan untuk
mewakili perseroan di dalam maupun di luar kegiyanberdasarkan penunjukan
langsung secara sah. Sehingga karakteristik walgreslalam perkara ini
dinyatakan bahwa Penggugat yang seharusnya memgewyaiban untuk
menyelesaikan seluruh tanggung jawab pekerjaamgagbana Perjanjian Kontrak
Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Peleldalan Bts Kabupaten Konawe
Utara — Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: .0BI09/PPK-
10/MYC/PINW.II/1X/176 tertanggal 15 September 20d&n penerimaan uang

termin dan uang muka merupakan hubungan hukumntiirsentara Penggugat
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dengan Tergugat Il

2. Perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasindgb@ngadaan jasa konstruksi
adalah bahwa merujuk pada perkara tersebut pengaiu harus tertuju pada
kepentingan publik yakni menyelamatkan keuangaram@egalam hal ini proyek
pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan PeruniRdigrat. Upaya represif
yang selayaknya dilakukan ialah dengan memberikaftard hitam terhadap
Penggugat dan menuntut Penggugat untuk melanjuskean pengerjaan proyek

sebagaimana dalam perjanjian kontrak.

Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadagliian ini yaitu :

1. Seharusnya pengawan dari Kementerian dan/atau Ilgemtalam hal pengadaan
barang dan jasa perlu ditingkatkan sebagai wujudindengan hukum secara
preventif. Hal ini penting karena dalam perkaraeabut telah terjadi beberapa kali

addendum kontrak yang menghambat jalannya pengek@aestruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Hardijan Rusli,Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Ld&wstaka Sinar Harapan,
Jakarta, 2001

Abdulkadir MuhammadHukum PerikatanAlumni, Bandung, 2006

Djumaldi, Kontrak Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dal®@moyek dan Sumber Daya
Manusia, Rinea Cipta, Bandung, 2003

Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TabBdb
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasatiiéss

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangaélang Barang dan Jasa Pemerintah
Gramedia, Jakarta, 2003

901



